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Nurul Shalihat Ansar , “Analisis Pelaksanaan  Pemberian izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Pemerintah Kabupaten Luwu 
timur Provinsi Sulawesi Selatan, dibimbing oleh Prof.Dr. M. Yunus 
Wahid, S.H, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Hamzah Halim, S.H, 
M.H selaku pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apaka pelaksanaan p 
pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan 
sudah sesuai dengan ketentuan yang ada serta untuk mengetahui faktor 
penghambat dalam penegakkan pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai 
kawasan hutan. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat atau 
staf yang menangani proses pinjam pakai kawasan hutan pada Dinas 
kehutanan provinsi Sulawesi Selatan dengan mengambil 2 sampel izin 
yang telah dilaksanakan sesuai kewenangan Gubernur. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin 
pinjam pakai kawasan hutan khususnya yang telah dilimpahkan kepada 
Gubernur yaitu Pembangunan jaringan instalasi dan saluran air bersih 
yang berlokasi di desa Atue kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur 
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas hutan 0,262 Ha (HP) di 
rekomendasikan oleh Bupati Luwu Timur dan Pembangunan jaringan 
instalasi listrik yang berlokasi di Desa Lioka Kecamatan Towuti Kabupaten 
Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas hutan 0,90 Ha. Di 
rekomendasikan oleh Bupati Luwu Timur belum sepenuhnya sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 
Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan. 
Hal-hal yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan 
hutan adalah tata waktu pemberian izin, dan tidak terpenuhinya kewajiban 
persetujuan prinsip. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman 
aparat yang menangani pemberian izin baik di tingkat Provinsi, Kabupaten 
dan Pemohon. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat ditindak lanjuti oleh Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan perhatian 
khusus dan Sosialisasi kepada semua instansi yang terkait selain itu 
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A. Latar belakang 
Hutan merupakan salah satu sumber daya alam dan sekaligus 
merupakan asset nasional yang memiliki peranan yang penting dalam 
pembangunan nasional. Selama ini sumberdaya hutan telah 
memberikan sumbangan yang nyata bagi peningkatan devisa dan 
pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, pengelolaan dan 
pendayagunaan sumberdaya hutan belum memberikan kontribusi 
yang nyata bagi perbaikan sistem lingkungan secara keseluruhan. Hal 
ini disebabkan oleh kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumberdaya hutan yang lebih memberi penekanan pada aspek 
ekonomi dan kurang berpihak pada kepentingan masyarakat dan 
lingkungan. Prinsip-prinsip keadilan, keberpihakan pada masyarakat, 
kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan belum diberi 
perhatian secara proporsional dalam penerapan sistem pengelolaan 
hutan selama ini. pemanfaatan hutan dan kawasan hutan sudah 
semakin maju, bahkan cenderung bersifat merusak karena tingginya 
intensitas pemanfaatan yang dibarengi dengan kurangnya 
pemahaman dan kepedulian terhadap keberadaan hutan. Tidak dapat 
dibantah bahwa saat ini hutan dan kawasan hutan kadang menjadi 
rebutan oleh berbagai pihak yang ingin memanfaatkan untuk 






selama ini tidak hanya dalam rangka pemanfaatan kayu saja tapi juga 
non kayu dan untuk kepentingan yang lain di luar bidang kehutanan 
Berdasarkan Amanat Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 
tahun 1999 pasal 38 menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan pembangunan non kehutanan tersebut hanya 
diberikan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang 
dalam implementasinya dilakukan tanpa mengubah status, peruntukan 
dan fungsi dari kawasan hutan tersebut serta menghindari terjadinya 
enclave di kawasan hutan. 
Cara-cara pemanfaatan hutan telah diatur sedemikian rupa, 
demikian pula pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan lain di 
luar Kehutanan telah di atur sedemikian rupa berupa sistem pinjam 
pakai kawasan agar kelestarian kawasan hutan dapat terjamin. 
Sesungguhnya pemanfaatan hutan atas kawasan hutan dapat 
dilakukan dengan tertib andai saja setiap orang mau mengikuti aturan 
yang telah dibuat oleh pemerintah. Kenyataannya, terjadi beberapa 
kendala pada pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan seperti 
masih kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Menteri 
Kehutanan Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang 
Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan dan banyaknya pemohon 
izin yang tidak memenuhi dan melengkapi kewajiban sehingga 
pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan tidak sesuai dengan apa 






Ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan hutan oleh pihak 
ketiga dilakukan melalui sistem pinjam pakai kawasan mulai dari 
prosedur permohonan , kewajiban yang harus dipenuhi dan beberapa 
hal penting lainnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai 
Kawasan hutan, khususnya yang dilimpahkan Kepada Gubernur 
untuk: a) Luas paling banyak 1 (Satu) Hektar, b) Pembangunan 
fasilitas umum, c) kegiatan yang bersifat non-Komersial 
Sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di 
berbagai sektor pada Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, maka banyak 
kawasan hutan yang diperlukan untuk mendukung kepentingan 
pembangunan diluar kehutanan baik kepentingan strategis maupun untuk 
kepentingan umum. Berdasarkan Buku Data dan Informasi Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan luas hutan di provinsi Sulawesi 
Selatan kurang lebih 2.109.611,75 Ha yang terdiri dari hutan Lindung 
seluas 1.224.279,65 Ha, hutan produksi seluas 619.552,10 Ha, hutan 
swaka alam dan wisata seluas  242.110 Ha. Berdasarkan data dan 
informasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-
2012 jumlah perizinan pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan 
Menteri Kepada Gubernur sebanyak 2 unit dengan luas 1,160 Ha. 
Untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian izin di 
lapangan, terhadap pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan  maka 






Untuk  mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian izin 
pinjam pakai kawasan hutan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan maka kami mengusulkan judul penelitian yaitu Analisis 
Pelaksanaan  Pemberian izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagi berikut : 
1. Apakah pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan 
pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku? 
2. apakah Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian 
izin pinjam pakai kawasan hutan pada Pemerintah provinsi 
Sulawesi Selatan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Apakah  pelaksanaan pemberian perizinan 
pinjam pakai kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan sudah 
sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. 
2. Untuk mengetahui apakah Faktor yang menghambat dalam 
pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan di 







D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
a. Kegunaan Teoritis 
Pada tataran teori, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 
khususnya hukum administrasi Negara dan juga bagi yang berminat 
untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberian izin pinjam 
pakai kawasan hutan. Disamping itu sebagai kontribusi pada 
pemerintah provinsi Sulawesi selatan dalam menangani berbagai 
masalah yang berkaitan dengan pemberian izin pinjam pakai kawasan 
hutan. 
b. Kegunaan praktis 
Pada tataran praktis, setidaknya memberikan informasi yang 
objektif dan bahan perbandingan bagi aparat pemerintah provinsi 
Sulawesi selatan dalam pelaksanaan pemberian izin dan faktor 
penghambat dalam pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan 














A. Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
1. Pengertian Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atau 
sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang 
telah ditetapkan kepada pihak lain untuk pembangunan diluar 
sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi 
kawasan hutan tersebut1 
Sedangkan menurut R. Soeroso (1979:20) yang diartikan 
dengan pinjam pakai kawasan hutan, adalah: 
“Suatu persetujuan dimana pihak yang berwenang atas 
kawasan hutan (c.q. Menteri Kehutanan) atas dasar 
kebijaksanaan dan untuk kepentingan umum, memberikan 
izin kepada pihak lain untuk mempergunakan sebagian dari 
kawasan guna kepentingan tertentu dan dalam jangka waktu 
tertentu serta syarat-syarat tertentu, serta dituangkan dalam 
suatu perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati 
bersama” 2 
Ada 6 unsur yang dapat dikemukakan dari kedua definisi 
diatas, yaitu:  
a. adanya persetujuan Menteri Kehutanan; 
b. adanya pihak peminjam ( penerima izin); 
c. untuk kepentingan umum; 
d. ditentukan jangka waktunya; 
                                                             
1  Iskandar, 2015, Hukum Kehutanan, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 65 






e. pemohon memenuhi syarat-syarat tertentu; 
f. dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat antara 
pemohon dengan Menteri kehutanan atau Pejabat yang 
diberi wewenang untuk itu.3 
Pada dasarnya pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat 
dilakukan untuk penggunaan kawasan hutan dengan tujuan 
strategis dan kepentingan umum terbatas. Kegiatan yang 
mempunyai tujuan strategis yaitu kegiatan yang diprioritaskan 
karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional 
terhadap kedaulatan Negara, pertahanan Negara, pertumbuhan 
ekonomi, social, budaya dan/atau lingkungan. Persoalan yang 
muncul berkaitan dengan ketentuan pinjam pakai kawasan hutan 
yaitu adanya kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan 
bukan kawasan hutan sebagai kompensasi atau pengganti. Dalam 
beberapa kasus hal ini ternyata sulit dipenuhi. Apalagi dengan 
adanya keterdesakan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak atau 
kegiatan pada sector lain, hal ini tentunya menimbulkan kerugian 
bagi Negara.4 
Untuk mengatasi hal tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 yang mengatur bahwa 
kewajiban menyediakan dan menyerahkan tanah kompensasi tetap 
diberlakukan, tetapi jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak 
dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka bagi pinjam pakai 
                                                             
3 Salim. 2004.Dasar-Dasar hukum kehutanan.Jakarta: PT. SinarRafika.hlm 106 






kawasan hutan (PPKH) yang bersifat komersial, lahan kompensasi 
dapat diganti dengan dana yang dijadikan penerimaan Negara 
bukan pajak (PNBP) kehutanan sebesar 1% dari nilai harga per 
satuan produksi dari seluruh jumlah produksi. Selain itu, 
penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan 
telekomunikasi seperti repeater, tower dan lain-lain, juga dikenakan 
kompensasi berupa dana yang dijadikan PNBP Kementerian 
Kehutanan yang nilainya ditetapkan sesuai dengan nilai tanah 
disekitar lokasi pinjam pakai. 
Didalam penyediaan dan penyerahan lahan, lahan 
kompensasi yang akan diterima Kementerian Kehutanan, harus 
telah dibebani suatu title hak atas nama pemohon dan telah 
dilakukan pelepasan haknya menjadi tanah Negara bebas yang 
diperuntukkan sebagai kawasan hutan. Untuk keadaan yang 
bersifat genting dan mendesak, Menteri Kehutanan memberikan 
dispensasi untuk memulai kegiatan pinjam pakai kawasan hutan di 
lapangan sebelum dipenuhinya seluruh kewajiban. Keadaan 
tersebut meliputi penanganan bencana alam, kepentingan 
pertahanan dan keamanan, serta proyek strategis yang jika ditunda 
mengakibatkan kerugian Negara. Meskipun dalam ketentuan yang 






pembebasan areal hutan, tetapi Kementerian Kehutanan tetap 
memperketat pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan.5 
Tujuan pinjam pakai kawasan hutan adalah untuk : 
1) Membatasi dan mengatur penggunaan sebagian     
kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas atau 
untuk kepentingan lainnya diluar sektor kehutanan tanpa 
mengubah status, fungsi , dan peruntukannya, dan; 
2) menghindari terjadi enclove (pendudukan) tanah oleh 
rakyat di dalam kawasan hutan.6 
Penggunaan kawasan hutan sebagaimana yang disebutkan 
dalam pasal 3 ayat (1) peraturan Menteri Nomor P.18/ Menhut-II/ 
2011 hanya dapat diberikan dalam: 
a. kawasan hutan produksi; dan / atau  
b. kawasan hutan lindung.7 
Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan 
dengan mempertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu 
serta kelestarian lingkungan Penggunaan kawasan hutan untuk 
                                                             
5 Ibid., 67 
6 Salim, op.cit.., hlm 106 







kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat 




Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan 
sebagaimana dimaksud antara lain: 
a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan 
wisata rohani; 
b. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas 
bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk 
sarana dan prasarana; 
c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta 
teknologi energi baru dan terbarukan; 
d. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan 
stasiun relay televisi; 
e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; 
f. prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai 
prasarana transportasi umum untuk keperluan 
pengangkutan hasil produksi antara lain: pembangunan 
jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan 
                                                             







pengangkutan hasil produksi pertambangan, perkebunan, 
pertanian, perikanan atau lainnya; 
g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan 
jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan / atau air 
limbah; 
h. fasilitas umum; 
i. industri selain industri primer hasil hutan; 
j. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan 
prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara 
pengintai; 
k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain 
keselanmatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas 
darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; 
l. penampungan sementara korban bencana alam; 
m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan; atau 




                                                             







2. Dasar Hukum Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
Pasal 38 ayat (1) , (3) dan (4) yaitu: 
a.  bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat 
dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan 
hutan lindung; 
b. bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai 
oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan 
jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; 
c. Bahwa pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang 
luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.10 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis dan 
Tarif PNBP penggunaan kawasan hutan Pasal 1 ayat (1) bahwa 
jenis penerimaan Negara bukan pajak dalam peraturan 
pemerintah ini adalah penerimaan Negara bukan pajak yang 
berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan 
                                                             






hutannya di atas 30% ( tiga puluh persen) dari luas daerah 
aliran sungai dan/atau pulau. dan Pasal 4 ayat (1) bahwa 
Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan  
pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat 
nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).11 
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan 
peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) 
bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat 
dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang 
tidak dapat dielakkan.12 
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 
tentang tata cara penentuan luas Areal Terganggu dan Areal 
Reklamasi untuk PNBP penggunaan Kawasan Hutan Pasal 2 
bahwa PNBP penggunaan kawasan hutan dikenakan kepada 
wajib bayar untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan 
dari Menteri.13 
                                                             
11 Pasal 1 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif PNBP 
Penggunaan Kawasan Hutan. 
12 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 
13 Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.63/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman 






5. Peraturan Menteri Kehutanan Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 
8 bahwa penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur 
penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.14 
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2011 
tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan dalam rangka rehabilitasi DAS pada 
Pasal 3 ayat (1) bahwa a. pemegang persetujuan prinsip wajib 
menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka 
rehabilitasi daerah aliran sungai; b. pemegang IPPKH wajib 
melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS sebelum masa 
IPPKHnya berakhir.15 
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 
P.15/VII-PKH/2012 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 2 
ayat (1) bahwa monitoring penggunaan kawasan hutan 
bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban yang 
tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan 
hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, perjanjian / izin 
                                                             
14 Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan. 
15 Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman 






pinjam pakai kawasan hutan sehingga penggunaan kawasan 
hutan dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran-sasaran 




1. Pengertian perizinan  
 Di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) 
dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang 
disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan 
pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah 
dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. 17  
Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak 
digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah 
menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan 
tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari 
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan 
pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan 
memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 
sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan dari suatu 
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tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan 
pengawasan khusus atasnya.18 
Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan 
pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan 
tertentu. 19  
2. Unsur unsur perizinan 
Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, 
yaitu: 
a. Instrument yuridis 
Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan 
pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan 
keamanan (rust en orde), tetapi juga mengupayakan 
kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan 
kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih 
tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini 
kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang 
pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul 
beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa 
individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah 
satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-
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jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang 
menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh 
seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. 
Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam 
bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang 
digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau 
menetapkan peristiwa konkret.20 
b. Peraturan Perundang-undangan 
Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah 
welmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap 
tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi 
pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan 
pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan.21 
c. organ pemerintah 
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan 
urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat 
daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai 
ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui 
bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) 
sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) 
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berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka 
ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi 
izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di 
tingkat pusat maupun daerah.22 
d. Prosedur dan Persyaratan 
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh 
prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku 
pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur 
tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh 
pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan 
perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, 
dan instansi pemberi izin .23 
Ateng syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan 
berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi 
boleh, atau “als opheffing van een algemene verbodsregel in het 
concrete Geval” (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum 
dalam Peristiwa konkret). 
Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum 
Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan 
peraturan Dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan 
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prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan”24 
E.Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan 
umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga 
memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan 
untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi 
Negara yang memperkenankannya perbuatan tersebut bersifat 
suatu izin (vergunning).25 
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan 
Izin merupakan perangkat hukum administrasi yang 
digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar 
berjalan dengan teratur.26 Sebagai suatu instrumen. Izin 
berfungsi selaku tombak instrument hukum sebagai pengarah, 
perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu 
dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana 
gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti 
persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin 
merupakan pengendali dan memfungsikan izin itu sendiri. 27 
                                                             
24 Ulbert Silalahi, 1992. Studi Tentang Ilmu Administrasi, Bandung, hlm 198 
25 Ibid., hlm 199 
26 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 
Pelayanan Publik, Bandung, hlm. 92. 






Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada 
kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara 
umum dapatlah disebutkan sebagai berikut: 
1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-
aktivitas tertentu; 
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan; 
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu; 
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit; 
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan 
aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat 
tertentu.28 
Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari 
keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai 
keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai 
berikut:29 
1. Orang yang berwenang 
Dalam izin dinyatakan siapa yang 
memberikannya, biasanya dari kepala surat dan 
penandatanganan izin akan nyata organ mana yang 
memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan 
akan menunjuk organ berwenang dalam sistem 
perizinan, organ yang paling berbekal mengenai 
                                                             
28 Ibid., hlm 218 






materi dan tugas bersangkutan, dan hampir yang 
selalu terkait adalah organ pemerintahan. Karena itu, 
bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan 
dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan 
tertentu yang berwenang,30 tetapi misalnya hanya 
dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang 
berwenang, maka dapat diduga bahwa yang 
dimaksud ialah organ pemerintahan haminte, yakni 
wali haminte dengan para anggota pengurus harian. 
Namun, untuk menghindari keraguan di dalam 
kebanyakan undang-undang pada permulaannya 
dicantumkan ketentuan definisi. 
2. Yang dialamatkan 
Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. 
Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan 
mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, 
keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula 
kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya 
dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal 
tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi 
pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah 
selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan 
                                                             






kepentingan pihak ke tiga yang mungkin memiliki 
keterkaitan dengan pengguna izin tersebut. 
3. Diktum 
Keputusan yang memuat izin, demi alasan 
kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas 
mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagi keputusan 
ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh 
keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti 
dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas 
keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan 
tersebut. 
4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan 
syara-syarat 
Sebagaimana kebanyakan keputusan, di 
dalamnya mengandung ketentuan pembatasan, dan 
syarat-syarat (voorschriften beperkingen, en 
voorwaarden). Demikian pula dengan keputusan yang 
berisi izin ini.31 Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-
kewajiban yang dapat dikaitan pada keputusan yang 
menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin 
banyak terdapat dalam praktik hukum Administrasi 
                                                             






Negara. Misalnya dalam undang-undang gangguan 
ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti berikut ini. 
1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan 
maksud mewujudkan tujuan-tujuan 
tertentu, seperti mencegah pengotoran 
tanah); 
2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban 
menggunakan sarana tertentu); 
3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban 
bagi pemegang izin untuk member 
instruksi-instruksi tertulis kepada 
personel dalam lembaga); 
4) Ketentuan-ketentuan ukur dan 
pendaftaran (pengukuran untuk menilai 
kadar bahaya atau gangguan). 
Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, 
terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang 
diberikan atasannya, pemerintah harus 
memutuskannya sendiri. Dalam pembuatan 
keputusan, termasuk keputusan berisi izin, 
dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-
pembatasan dalam izin member kemungkinan untuk 
secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang 






dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat, 
atau dengan cara lain.32 
5. Pemberian alasan 
Pemberian alasan dapat memuat hal-hal 
seperti penyebutan ketentuan undang-undang, 
pertimbangan pertimbangan hukum, dan penetapan 
fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang 
memberikan pegangan kepada semua yang 
bersangkutan. Organ penguasa dan yang 
berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. 
Ketentuan undang-undang berperan pula dalam 
penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang 
harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui 
keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum 
merupakan hal penting bagi organ pemerintah untuk 
memberikan atau menolak permohonan izin. 
Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari 
interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan 
undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan 
dengan hal-hal diatas. Artinya interpretasi yang 
dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-
aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta 
sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, 







organ pemerintahan dapat menggunakan data yang 
dberikan oleh pemohon izin, di samping data dari para 
ahli atau biro konsultan. 
6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan. 
Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa 
kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat 
dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-
sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. 
Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja 
petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak 
dalam mengajukan permohonan-permohonan 
berikutnya atau informasi umum dari organ 
pemerintahan yang berhubungan dengan 
kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari. 
Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis 
pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya 
terlepas dari dictum selaku inti keputusan. Sebab itu, 
mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena 
tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara 
formal seseorang tidak dapat menggugat melalui 
hakim administrasi.  Sebagai suatu bentuk keputusan 
, izin tidak berbeda dengan keputusan (beschikking) 
pada umumnya. Dalam hal pembuatan, isi, dan 






berlaku pada pembuatan dan penerbitan keputusan, 
yakni harus memenuhi syarat formal dan syarat 
materii, serta harus memerhatikan asas contrarius 
actus dalam pencabutan.33 
4. Sifat Izin 
Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan 
tata usaha negara yang berwenang. Yang isinya atau 
substansinya mempunyai sifat sebagai berikut: 
a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata 
usaha negara yang penerbitannya tidak terkait pada 
aturan dan hukum tertulis serta organ yang 
berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang 
besar dalam memutuskan pemberian izin. 
b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata 
usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan 
dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang 
berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan 
wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana 
peraturan perundang-undangan mengaturnya. 
c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin 
yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada 
yang bersangkutan. 
                                                             






d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang 
isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam 
bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan 
kepadanya. 
e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang 
menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera 
berakhir atau izin yang masa berlakunya 
relativependek, misalnya izin mendirikan bangunan 
(IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan 
bangunan dan berakhir saat bangunan selesai 
didirikan. 
f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang 
menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau 
masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha 
industri dan izin yang berhubungan dengan 
lingkungan. 
g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya 
tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan 
pemohon izin, misalnya, izin mengemudi (SIM). 
h. Izin yang bersifat kebendahan, merupakan izin yang 
isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya 
izin HO, SITU, dan lain-lain.34 
 
                                                             






C. Izin pinjam pakai kawasan hutan 
 Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 
P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai 
kawasan hutan. Kewenangan pemberian izin pinjam pakai 
kawasan hutan dilimpahkan kepada Gubernur dengan 
ketentuan untuk: 
a. luasan paling banyak 1 (satu) hektar; 
b. pembangunan fasilitas umum; dan 
c. kegiatan yang bersifat nonkomersial 
 
Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non 
komersial meliputi:  
a. Religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman 
dan wisata Rohani; 
b. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik 
serta teknologi energi baru dan terbarukan; 
c. Jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan 
stasiun relay televisi; 
d. Jalan umum; 
e. Sarana dan prasarana sumber daya air, 
pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air 
bersih dan/atau air limbah; 
f. Pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan 






g. Prasarana penunjang keselamatan umum antara lain 
keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu 
lintas darat, dan sarana meteorologi, klimatologi dan 
geofisika; 
h. Penampungan sementara korban bencana alam; atau 
i. Pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan 
umum terbatas yang dibiayai oleh pemerintah.35 
1.  Tata cara dan persyaratan permohonan pinjam pakai 
kawasan hutan 
 Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan Menteri Nomor P.18/ Menhut-II/ 
2011  diajukan oleh: 
a. Menteri atau pejabat setingkat menteri; 
b. Gubernur; 
c. Bupati/ walikota;  
d. Pimpinan badan usaha; atau 
e. Ketua yayasan. 
Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan  
sebagaimana dimaksud diajukan kepada Gubernur .36 
Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan harus dilengkapi 
persyaratan: 
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pinjam pakai kawasan hutan. 
36 Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin 






a. Administrasi; dan 
b. Teknis. 
Dokumen persyaratan administrasi dan teknis 
sebagaimana dimaksud berupa dokumen asli atau salinan yang 
dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris.37 
Persyaratan administrasi dimaksud meliputi: 
a. Surat permohonan; 
b. Izin usaha pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) / Izin 
Usaha Pertambangan Operasi produksi (IUP Operasi 
Produksi) atau perizinan / perjanjian lainnya yang telah 
diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali 
untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / 
perjanjian; 
c. Rekomendasi: 
1. Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi 
perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitakan oleh 
bupati / walikota dan pemerintah atau; 
2. Bupati / walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi 
perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh 
gubernur atau; 
3. Bupati / walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang 
tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya; dan  
 
                                                             






d. Pernyataan bermaterai cukup yang memuat: 
1. Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan 
kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan 
dengan permohonan; 
2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan 
adalah sah dan; 
3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin. 
Rekomendasi Gubernur atau Bupati/walikota memuat 
persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, 
berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau 
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan 
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.  
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud memuat: 
a. Letak, luas dan Batas areal yang dimohon sesuai fungsi 
kawasan hutan; 
b. Luas Kawasan Hutan yang dimohon dan dilukiskan dalam 
peta;38 
 Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) 
hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan 
Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan dan 
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teknis. Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh 
kewajiban, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan atas 
persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas 
permohonan. Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh 
persyaratan, Direktur Jenderal planologi kehutanan dalam jangka 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan surat 
pernyataan teknis kepada:  
a. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan konversasi Alam, 
apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan Hutan 
lindung. 
b. Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang 
dimohon berada pada kawasan hutan produksi. 
c. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon 
berada pada wilayah kerja perum perhutani. 
Berdasarkan surat permintaan, Direktur Jenderal Perlindungan 
hutan dan konservasi alam atau direktur jenderal bina usaha 
kehutanan atau direktur utama perum perhutani dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan 
pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Planologi 
Kehutanan. Berdasarkan pertimbangan teknis atau hasil 
pembahasan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 






kawasan hutan kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima 
pertimbangan teknis,  menerbitkan surat persetujuan prinsip 
penggunaan kawasan hutan.39 
2. Penyelesaian Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan 
Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan 
prinsip penggunaan kawasan hutan , pemegang persetujuan 
prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan izin pinjam 
pakai kawasan hutan kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima 
permohonan memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan 
penilaian persyaratandan teknis. Dalam hal permohonan belum 
memenuhi seluruh kewajiban, Direktur Jenderal dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat 
pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut 
pengembalian berkas permohonan. Dalam hal permohonan 
telah memenuhi seluruh persyaratan, Direktur Jenderal 
planologi kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja menyampaikan surat pernyataan teknis 
kepada:  
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a. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan konversasi Alam, 
apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan Hutan 
lindung. 
b. Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang 
dimohon berada pada kawasan hutan produksi. 
c. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon 
berada pada wilayah kerja perum perhutani. 
Berdasarkan surat permintaan, Direktur Jenderal Perlindungan 
hutan dan konservasi alam atau direktur jenderal bina usaha 
kehutanan atau direktur utama perum perhutani dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan 
pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Planologi 
Kehutanan. Berdasarkan pertimbangan teknis atau hasil 
pembahasan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
menyampaikan pertimbangan atas permohonan pinjam pakai 
kawasan hutan kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima 
pertimbangan teknis,  menerbitkan surat persetujuan prinsip 
penggunaan kawasan hutan.40 
Surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan 
memuat kewajiban:               
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a. Melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, 
dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 
b. Melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang- Undangan dengan supervisi dari 
Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan; 
c.  Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang 
membuat kesanggupan: 
1) Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan 
hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu 
selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan; 
2) Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan 
perundang-undangan; 
3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik 
pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring 
dan evaluasi dilapangan; 
4) Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya 
pinjam pakai kawasan hutan;  
5) membayar:  
a) penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya 
Hutan (PSDH) , pada hutan tanaman dari hasil 






Reboisasi(DR) dan penggantian nilai tegakan dari 
bukan hasil tanaman IUPHHK-HT sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan; atau     
b) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan 
kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam 
dari IUPHHK-HA, sesuai Peraturan Perundang-
Undangan; atau   
c) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan 
kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam 
diluar areal IUPHHK-HA/HT , sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan.  
d) Kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan 
izin pinjam pakai kawasan hutan. 
6) Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan 
melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah 
aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan 
Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka 
rehabilitasi daerah aliran sungai. 41 
Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip 
penggunaan kawasan hutan , pemegang persetujuan prinsip 
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penggunaan penggunaan kawasan hutan mengajukan 
permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Gubernur. 
Gubernur dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah 
menerima permohonan memerintahkan kepala Dinas Provinsi 
yang membidangi urusan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk 
untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban. Dalam hal 
permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Kepala dinas 
Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan atau pejabat yang 
ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari 
kerja menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan 
kewajiban. Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh 
kewajiban, Dinas Kehutanan dalam  jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin 
pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran. Kehutanan 
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak 
menerima usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan 
melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep 
keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran 
kepada Gubernur . Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 
(lima belas) hari kerja setelah menerima konsep menerbitkan 
keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan. 42 
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3. Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib :  
a. Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi 
pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan 
kewajiban menyediakan lahan kompensasi   
b. Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan 
melakukan elakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi 
daerah aliran sungai dalam hal terletak pada provinsi yang 
luas kawasan hutannya diatas 30% (tiga puluh per seratus) 
dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi; 
c. Melaksanakan reklamasi reboisasi pada kawasan hutan 
yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya 
jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; 
d. Membayar :  
1) Membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber 
Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR); 
2) Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah 
apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; 
3) Mengganti nilai tegakan, dan kewajiban keuangan 
lainnya pada hutan alam di luar areal sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan 







f. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan 
perundang-undangan; 
g. Mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung 
dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan 
dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan 
berkoordinasi dengan:  
1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, 
untuk kawasan hutan konservasi; 
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan 
kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada 
wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan 
lindung; atau  
3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal 
sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut. 
h. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat 
maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan 
evaluasi di lapangan; 
i. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam 
pakai kawasan hutan; 
j. Mengkoordinasi kegiatan kepada instansi kehutanan 
setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan 






k. Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban 
selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah 
diterbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; dan  
l. Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 
sekali kepada Gubernur mengenai pennggunaan kawasan 
hutan yang dipinjam pakai dengan tembusan: 
1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; 
2) Direktur Jeneral Bina Usaha Kehutanan; 
3) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi 
Alam; 
4) Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai dan Perhutanan sosial; 
5) Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 
membidangi Kehutanan; 
6) Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam 
wilayah kerjanya; 
7) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan 
8) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.43 
4. Jangka waktu dan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan 
hutan 
Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan 
selama 2 (dua) tahun dan jangka waktu izin pinjam pakai kawasan 
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hutan untuk kegiatan yang tidak memerlukan perizinan sesuai 
bidangnya, izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dalam jangka 
waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.  Dalam hal berdasarkan hasil 
evaluasi, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak lagi 
menggunakan kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakai 


















                                                             






   BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian yang 
bersifat empiris, yaitu suatu metode penelitisn hukum yang berfungsi 
untuk melihat ketentuan-ketentuan hukum secara nyata dan meneliti 
bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau 
wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan 
judul “Analisis Pelaksanaan Pemberian izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan pada pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi 
Selatan”. Maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Kota 
Makassar, karena dari hasil informasi yang didapatkan dari instansi 
yang berwenang dan memproses pelaksanaan pemberian izin pinjam 
pakai kawasan hutan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
C. Populasi dan Sampel  
a. Populasi 
 Populasi adalah Keseluruhan objek yang menjadi target 
dalam kajian penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 









Penelitian mendapat 2 sampel dari populasi di atas dengan 
menggunakan teknik Purpossive Sampling, dimana setiap 
populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan 
sampel. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain berupa: 
1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh 
peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara 
dengan pihak-pihak terkait yaitu pegawai/pejabat dinas 
Kehutanan Provinsi sulawesi selatan. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang 
ada, bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data 
ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-
makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan 
lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan 
mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 
1. Teknik penelitian kepustakaan yaitu : Teknik pengumpulan 
data dengan cara mempelajari berbagai literature, peraturan 
perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku 






2. Teknik interview yaitu : Teknik pengumpulan data dengan 
cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 
berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data 
kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti 
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 
F. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut 
diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan 
data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam 


















  BAB IV 
                   HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada      
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
Di masa kini pemanfaatan hutan dan kawasan hutan sudah semakin 
maju, bahkan cenderung bersifat merusak karena tingginya intensitas 
pemanfaatan yang dibarengi dengan kurangnya pemahaman dan 
kepedulian terhadap keberadaan hutan. Tidak dapat dibantah bahwa saat 
ini hutan dan kawasan hutan kadang menjadi rebutan oleh berbagai pihak 
yang ingin memanfaatkan untuk mencukupi kebutuhannya. Maka 
kehutanan telah mengambil langkah kebijakan dalam pemanfaatan 
kawasan hutan, yaitu dengan mengizinkan pemanfaatan kawasan hutan 
dengan sistem pinjam pakai kawasan hutan atas penggunaan sebagian 
kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar 
kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan 
tersebut. Ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan hutan oleh pihak ke 
tiga dilakukan melalui sistem pinjam pakai kawasan hutan yang telah diatur 
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-
II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan.  
Berdasarkan Pasal 8 peraturan Menteri Kehutanan Kehutanan 
Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan 
hutan bahwa: Kewenangan Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan 







a. Luasan paling banyak 1 (satu) hektar; 
b. Pembangunan fasilitas umum; dan 
c. Kegiatan yang bersifat nonkomersial. 
Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dilaksanakan pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2011-2012 
khususnya pemberian izin yang dilimpahkan Menteri kepada Gubernur 
yang dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Selatan Sebanyak 2 unit yaitu atas usulan dari 
Pemerintah Daerah Luwu Timur sebagai berikut :45 
1. Pembangunan jaringan instalasi dan saluran air bersih yang 
berlokasi di desa Atue kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur 
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas hutan 0,262 Ha (HP). Yaitu 
pada  Tanggal 10 Mei 2011, Pemerintah Luwu Timur mengajukan 
permohonan izin pinjam pakai kawasan non komersil 
pembangunan jaringan instalasi dan saluran air bersih di Desa Atue 
melalui surat nomor 522/189/Dishut/2011; Tanggal 11 Juli 2011, 
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan membuat nota dinas 
kepada Gubernur Sulawesi Selatan  perihal kekurangan 
persyaratan izin pinjam pakai kawasan hutan pembangunan 
jaringan instalasi dan saluran air bersih di Desa Atue melalui surat 
no 522.11/1071/II.3/Dishut; Tanggal 9 Desember 2011, Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan pertimbangan  
 
                                                             






teknis pembangunan jaringan instalasi dan saluran air bersih di 
Desa Atue melalui surat nomor 522/2378/Dishut; Tanggal 12 
Desember 2011, Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan izin 
pinjam pakai kawasan hutan pembangunan jaringan instalasi dan 
saluran air bersih di Desa Atue melalui surat keputusan nomor    
4045/XII/Tahun 2011. 
2.  Pembangunan jaringan instalasi listrik yang berlokasi di Desa 
Lioka  Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi 
Selatan, dengan luas hutan 0,90 Ha. Yaitu pada Tanggal 13 
Agustus 2012, Pemerintah Luwu Timur mengajukan permohonan 
izin pinjam pakai kawasan non komersil pembangunan jaringan 
listrik di Desa Lioka melalui surat nomor 522/355/Dishut 2012; 
Tanggal 6 September 2012, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 
Selatan mengeluarkan pertimbangan teknis pembangunan jaringan 
listrik di Desa Lioka melalui surat nomor 522.11/1350/I.1/Dishut; 
Tanggal 17 September 2012, diadakan rapat pembahasan 
rancangan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan pemberian izin 
pinjam pakai kawasan hutan pembangunan jaringan listrik di Desa 
Lioka yang bertempat di Biro Hukum dan HAM; Tanggal 1 Oktober 
2012, Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan izin pinjam pakai 
kawasan hutan pembangunan jaringan listrik di Desa Lioka melalui 








Berdasarkan data tersebut diatas setelah dilakukan analisis,  
pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan 
prosedur dan persyaratan yang tertera pada Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan 
hutan. Dalam Hal Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk 
pembangunan jaringan instalasi listrik dan untuk pembangunan instalasi 
saluran air bersih tidak memiliki persetujuan prinsip, hanya meliputi 
persyaratan administrasi dan teknis , namun sudah diterbitkan Izin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor: 
P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman pinjam pakai kawasan hutan 
tertera bahwa dalam pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan 
hutan harus melewati persyaratan administrasi, teknis, dan melaksanakan 
kewajiban Persetujuan Prinsip lalu diterbitkannya Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan. 
Prosedur dan Persyaratan untuk mendapatkan izin pinjam pakai 
kawasan hutan tertera Pada Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Nomor: 
P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan 
yaitu:46   
Dokumen persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana 
dimaksud berupa dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh instansi 
penerbit atau notaris. 
                                                             
46 Pasal 13  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin 






Persyaratan administrasi dimaksud meliputi: 
a. Surat permohonan; 
b. Izin usaha pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) / Izin 
Usaha Pertambangan Operasi produksi (IUP Operasi 
Produksi) atau perizinan / perjanjian lainnya yang telah 
diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali 
untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / 
perjanjian; 
c. Rekomendasi: 
1. Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi 
perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitakan oleh 
bupati / walikota dan pemerintah atau; 
2. Bupati / walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi 
perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh 
gubernur atau; 
3. Bupati / walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang 
tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya; dan  
d. Pernyataan bermaterai cukup yang memuat: 
1. Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan 
kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan 
dengan permohonan; 
2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan 






3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin. 
Rekomendasi Gubernur atau Bupati/walikota memuat 
persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, 
berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau 
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan 
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.  
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud memuat: 
a. Letak, luas dan Batas areal yang dimohon sesuai fungsi 
kawasan hutan; 
b. Luas Kawasan Hutan yang dimohon dan dilukiskan dalam 
peta;47 
Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja 
setelah menerima permohonan memerintahkan Dinas kehutanan untuk 
melakukan penilaian persyaratan dan teknis. Dalam hal permohonan 
belum memenuhi seluruh kewajiban, Dinas kehutanan dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan 
atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas 
permohonan. Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh 
persyaratan, Dinas kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja menyampaikan surat pernyataan teknis kepada:  
                                                             






a. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan konversasi Alam,    
apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan Hutan 
lindung. 
b. Direktur jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang 
dimohon berada pada kawasan hutan produksi. 
c. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon 
berada pada wilayah kerja perum perhutani. 
Berdasarkan surat permintaan, Direktur Jenderal Perlindungan 
hutan dan konservasi alam atau direktur jenderal bina usaha 
kehutanan atau direktur utama perum perhutani dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan 
pertimbangan teknis kepada Dinas Kehutanan. Berdasarkan 
pertimbangan teknis atau hasil pembahasan, Dinas Kehutanan 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
menyampaikan pertimbangan atas permohonan pinjam pakai 
kawasan hutan kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima  
 
pertimbangan teknis,  menerbitkan surat persetujuan prinsip 
penggunaan kawasan hutan.48 
 
 
                                                             






Surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan memuat 
kewajiban:               
a. Melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, 
dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 
b. Melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang- Undangan dengan supervisi dari 
Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan; 
c.  Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang 
membuat kesanggupan: 
1) Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan 
hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu 
selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan; 
2) Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan 
perundang-undangan; 
3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik 
pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring 
dan evaluasi dilapangan; 
4) Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya 
pinjam pakai kawasan hutan;  






a) penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya 
Hutan (PSDH) , pada hutan tanaman dari hasil 
tanaman dari IUPHHK-HT dan PSDH, Dana 
Reboisasi(DR) dan penggantian nilai tegakan dari 
bukan hasil tanaman IUPHHK-HT sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan; atau   
b) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan 
kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam 
dari IUPHHK-HA, sesuai Peraturan Perundang-
Undangan; atau   
c) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan 
kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam 
diluar areal IUPHHK-HA/HT , sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan.  
d) Kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan 
izin pinjam pakai kawasan hutan. 
e) Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 
dan melakukan penanaman dalam rangka 
rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal 
kompensasi berupa pembayaran Penerimaan 






Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka 
rehabilitasi daerah aliran sungai. 49 
Berdasarkan pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip kawasan 
hutan, pemegang persetujuan prinsip mengajukan permohonan izin 
pinjam pakai kepada Gubernur. Gubernur dalam jangka waktu 15 (lima 
belas) hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan secara 
tertulis Dinas Kehutanan untuk melakukan penilaian pemenuhan 
kewajiban. Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, 
Dinas Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari 
kerja, menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan 
kewajiban. Dalam hal permohonan telah mengikuti seluruh kewajiban, 
Dinas Kehutanan Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan. 
Dinas Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari 
kerja sejak menerima usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan 
melakukan telaan hukum dan menyampaikan konsep keputusan izin 
pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Gubernur. 
Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja 
setelah menerima konsep, menerbitkan keputusan izin pinjam pakai 
kawasan hutan. 
Demikian juga dengan ketentuan tata waktu penyelesaian 
permohonan izin sebagaimana dalam Peraturan Menteri Nomor: 
                                                             






P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan 
yaitu: 
1. Pembangunan jaringan instalasi listrik yang berlokasi di 
Desa Lioka Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 
Provinsi Sulawesi Selatan proses izinnya mulai dari usulan 
pertama sampai terbit izin Pinjam pakai kawasan hutan  
berlangsung selama 3 bulan dari waktu yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor: P.18/Menhut-
II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan 
2. Pembangunan jaringan instalasi dan saluran air bersih juga 
memerlukan proses yang lama yaitu 7 (tujuh) bulan 
dibanding dengan ketentuan peraturan menteri Nomor: 
P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai 
kawasan hutan  yang memerlukan waktu 2 bulan 15 hari  
dimulai dari menerima permohonan sampai menerima 
konsep menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan 
hutan,  
Hal lain yang belum sesuai adalah Jangka waktu pemberian izin, 
pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai pemberian 
izin pinjam pakai kawasan hutan untuk Pembangunan jaringan instalasi 
dan saluran air bersih dan Pembangunan jaringan instalasi listrik tidak 
dicantumkan jangka waktu berapa lama izin tersebut digunakan, hanya 







  “apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan maka                    
           akan diperbaiki sebagaimana mestinya”. 
Sedangkan pada peraturan Menteri Nomor: P.18/Menhut-II/2011 
Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan yaitu: izin pinjam 
pakai kawasan hutan diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua 
puluh) tahun. 50 
   Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian waktu pemberian izin 
pinjam pakai kawasan hutan kepada ke 2 pemohon yaitu : untuk 
Pembangunan jaringan instalasi dan saluran air bersih dan Pembangunan 
jaringan instalasi listrik.  
Batas waktu pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sangat 
penting dalam pelaksanaan pemberian izin dan merupakan hal yang 
harus dipantau dan di monitoring perkembangannya oleh instansi yang 
berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. 
 
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Pemberian Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Faktor penghambat adalah hal yang sering muncul dalam 
merealisasikan suatu kebijakan. Pemberian izin pinjam pakai 
kawasan hutan, dalam pelaksanaannya mendapat beberapa 
kendala baik yang dilakukan oleh aparat maupun pemohon izin, 
mulai dari permasalahan waktu dalam melengkapi kelengkapan 
                                                             






aspek teknis, tidak diberikan kewajiban melaksanakan persetujuan 
prinsip dan tidak adanya jangka waktu perizinan. 
Aspek teknis yang dimaksud adalah kelengkapan yang harus 
dipenuhi oleh calon pemegang izin seperti: 
a. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri 
dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar 
pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan 
hutan yang dimohon; 
b. Citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) 
atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dan 
hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard 
copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan 
mencamtumkan sumber citra satelit dan pernyataan 
bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar; 
c. AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang 
berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib 
menyusun AMDAL, sesuai peraturan perundang-
undangan. 
Adanya kendala waktu dalam melengkapi kelengkapan 
aspek teknis yang disebabkan oleh pemohon, seperti yang 
dijelaskan oleh Wahyudi selaku staf Bidang Planologi Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:51 
                                                             






  “pemohon yang sering menunda-nunda dalam melengkapi 
kelengkapan tersebut sehingga dalam pelaksanaan pemberian 
izinnya kadang memerlukan waktu yang lama, yang disebabkan 
ketidak lengkapan berkas permohonan izin yang ditentukan belum 
dipenuhi oleh calon pemegang izin”. 
  
Berdasarkan Hasil wawancara diatas maka penulis dapat 
menganalisis bahwa faktor penghambat pelaksanaan pemberian 
izin pinjam pakai kawasan hutan itu datang dari pihak pemohon 
yang menunda-nunda dalam melengkapi berkas sehingga 
persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemberi izin (aparat) tidak 
berjalan sebagaimana aturan yang ditetapkan. 
Sedangkan kendala dalam persetujuan prinsip dan jangka 
waktu  seperti yang dijelaskan oleh Jamhir Salahuddin selaku 
Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 
Selatan yaitu:52 
“aparat yang menangani pelaksanaan pemberian izin pada 
saat itu tidak sepenuhnya memahami apa yang tertera pada 
Peraturan Menteri Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman 
izin pinjam pakai kawasan hutan sehingga tdk memberikan 
kewajiban untuk melengkapi persetujuan prinsip yang merupakan 
salah satu persyaratan dalam pemberian izin pinjam pakai kawasan 
hutan demikian juga dengan jangka waktu pemberian izin”. 
Dari hasil wawancara diatas penulis juga dapat menganalisis 
Bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin 
pinjam pakai kawasan hutan itu tidak datang dari pemohon saja 
tetapi salah satunya datang dari aparat yang mengeluarkan izin 
tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh aparat tersebut yakni 
kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan yang 
                                                             






harus dipenuhi oleh pemohon dalam melengkapi persyaratan izin 
pinjam pakai kawasan hutan. Kesalahan yang terjadi contohnya itu 
aparat tidak memberikan kewajiban persyaratan persetujuan prinsip 
sebagai salah satu dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon. 
Dan juga aparat tersebut tidak memberikan dengan jelas berapa 
lama jangka waktu yang diberikan dalam izin pinjam pakai kawasan 
hutan tersebut.  
Dapat kita lihat pula kesalahan yang dilakukan oleh aparat 
itu dilakukan karena kurang tahunya aparat mengenai aturan yang 
tertera di dalam Peraturan Menteri Nomor: P.18/Menhut-II/2011 
Tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan sehingga 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  
1.  Pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
khususnya yang telah menjadi kewenangan Gubernur yaitu 
Pembangunan jaringan instalasi dan saluran air bersih dan 
Pembangunan jaringan instalasi listrik di kabupaten Luwu Timur 
belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana peraturan Menteri 
Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai 
kawasan hutan.  
2. Faktor penghambat yang menyebabkan munculnya permasalahan 
pada pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan 
adalah kurangnya pemahaman aparat dan pemohon terhadap 
peraturan Menteri Nomor: P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman 
izin pinjam pakai kawasan hutan. 
B. Saran 
Beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini, adalah: 
1. Kepada pihak Dinas Kehutanan sebaiknya lebih memperhatikan 
dan memahami mengenai Menteri Nomor: P.18/Menhut-II/2011 
Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan. dan 






II/2011 Tentang Pedoman pinjam pakai kawasan hutan baik 
kepada aparat pemerintah ditingkat provinsi dan kabupaten. Serta 
memberikan sanksi kepada aparat yang lalai dalam proses 
pemberian izin tersebut. 
2. Kepada Dinas Kehutanan diharapkan untuk segera merevisi Surat 
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberian izin 
pinjam pakai kawasan hutan terhadap Pembangunan jaringan 
instalasi listrik yang berlokasi di Desa Lioka Kecamatan Towuti 
Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Pembangunan jaringan instalasi dan saluran air bersih yang 
berlokasi di desa Atue kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur 
Provinsi Sulawesi Selatan agar sesuai dengan peraturan Menteri 
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